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Abstract
Ontologically, from a symbolic interactionist perspective, bitcoin can be viewed as a crime. 
This paper aims to explain how bitcoin viewed as a crime especially from Michalowski’s sym-
bolic interactionism perspective. In the interactionist perspective, where society is plural and 
has different values from other groups, the definition of right or wrong depends on the plural 
and unique point of view of the community group. The difference in definition is the result 
of interactions and labels given by the community.  Likewise, the view of crime can differ 
according to the interaction, definitions and labels given by society. In this case, Indonesian 
view bitcoin as a crime because of the perception that bitcoin is a virtual currency that is used 
to carry out illegal transactions.
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Pendahuluan
Pada zaman teknologi ini, mas-yarakat sering kali mencari cara yang efektif dan efisien dalam 
memenuhi kebutuhannya. Dengan bantu-
an teknologi, masyarakat mulai mening-
galkan sistem-sistem lama untuk memenuhi 
kebutuhannya. Salah satu sistem yang mulai 
berubah adalah sistem mata uang. Sistem 
mata uang dari sistem barter, emas dan 
perak, hingga uang kertas dan koin lambat 
laun mulai ditinggalkan oleh masyarakat 
dengan alasan efisiensi dan efektivitas. 
Salah satu sistem mata uang yang mulai di-
gunakan masyarakat dunia adalah bitcoin.
Bitcoin merupakan salah satu sistem 
mata uang yang tidak memiliki bentuk 
riil di dunia nyata. Dengan kata lain, 
bitcoin merupakan sistem mata uang 
virtual yang berbeda dengan sistem 
mata uang dunia pada umumnya. Bitcoin 
juga berbeda dengan sistem saldo di kartu 
ATM. Walaupun berbentuk abstrak, bitcoin 
sering kali menjadi pilihan bagi orang-orang 
(terutama para investor dan pebisnis) untuk 
melakukan transaksi dan investasi. Bitcoin 
menjadi pilihan karena nilainya yang tinggi 
sehingga mudah untuk melakukan investasi.
Bitcoin sendiri sudah mulai memasuki 
sistem transaksi di Indonesia. Namun, 
penggunaan bitcoin di Indonesia tidak 
diakui oleh Bank Indonesia mengingat mata 
uang yang sah hanya mata uang Indonesia. 
Walaupun tidak diakui, pemerintah juga 
belum melarang penggunaan bitcoin di 
Indonesia sebagai alat tukar. Berdasarkan 
data yang dikeluarkan oleh CEO Bitcoin 
Indonesia, Oscar Darmawan, pengguna 
bitcoin di Indonesia telah mencapai 
sekitar 700.000 orang (merdeka.com, 
2017). Hal ini menunjukkan bahwa bitcoin 
masih digunakan di Indonesia dan masih 
diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia 
meski penggunaanya masih diawasi secara 
ketat.
Interaksionisme Simbolik Michalowski dalam 
Memandang Bitcoin sebagai Kejahatan 
Natasya Hana Rumondang, Ilma Ramadhani, Leonie Paula, Ayudya Ning 
Tyas, Habbibul Haris
Universitas Indonesia





Volume 15 Nomer 1, Mei 2019
11-18
Di sisi lain, sistem bitcoin juga sering 
kali menjadi pilihan dan incaran bagi 
para pelaku kejahatan dalam melakukan 
transaksi dan tindak kejahatan lainnya. 
Berbagai kejahatan seperti transaksi ilegal 
di pasar gelap dan pencucian uang (money 
laundering) sering kali menggunakan bitcoin 
untuk melakukan transaksi. Bitcoin juga 
sangat rentan menjadi sasaran para hacker 
untuk menjadi objek pencurian.
Penggunaan bitcoin memiliki pro 
dan kontra tersendiri, khususnya dalam 
masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan 
bitcoin selain memiliki manfaat bagi 
masyarakat, juga memberikan peluang 
yang besar bagi tindak kejahatan. Dalam hal 
ini, sesuai dengan perspektif interaksionis, 
pandangan bahwa bitcoin merupakan 
kejahatan bergantung pada persepsi dalam 
masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus 
tindak kejahatan yang menggunakan 
bitcoin membuat bitcoin terlihat sebagai 
sesuatu yang “jahat” di mata masyarakat. 
Hal ini juga ditambah dengan pemberitaan 
kasus di media sehingga bitcoin sangat 
melekat dengan sesuatu yang “jahat”.
Berdasarkan latar belakang yang telah 
dipaparkan, pokok permasalah dalam 
makalah ini berfokus pada ontologi bitcoin 
sebagai kejahatan dengan mempertanyakan 
apakah bitcoin merupakan sebuah 
kejahatan atau sebaliknya. Bitcoin sebagai 
mata uang virtual memiliki sisi manfaat 
bagi masyarakat khususnya investor dan 
pebisnis. Namun disisi lain, bitcoin juga 
banyak dijadikan alat tukar dan objek 
incaran bagi para pelaku kejahatan. 
Terdapat sebuah perbedaan pendapat 
dalam masyarakat sehingga melahirkan 
sebuah pelabelan baru bagi bitcoin oleh 
pihak-pihak yang dominan. 
Berdasarkan permasalahan di atas, 
pertanyaan yang muncul adalah apakah 
secara ontologis bitcoin merupakan sebuah 
kejahatan menurut perspektif interaksionis 
simbolik Michalowski? Tujuan penelitian 
ini ialah untuk mengetahui apakah bitcoin 
merupakan sebuah kejahatan jika dilihat 




Interaksionis Simbolik merupakan salah 
satu perspektif dalam kriminologi. Aliran 
pemikiran interaksionis menekankan bahwa 
penyimpangan bukanlah ciri khas dari orang 
yang melakukannya, tetapi merupakan 
ciri yang dibuat oleh orang lain yang 
melihatnya. Ciri yang dibuat ini merupakan 
tanggapan terhadap tingkah laku orang 
lain yang kemudian disebut sebagai 
menyimpang (Mustofa, 2010, hal. 133). 
Aliran pemikiran kriminologi interaksionis 
dalam kriminologi juga dikenal sebagai 
aliran pemikiran labeling, atau suatu 
pendekatan reaksi sosial terhadap kejahatan 
(Mustofa, 2010, hal. 134). Menurut teori 
labeling, kejahatan bersifat relatif dan 
didefinisikan sekaligus dihasilkan oleh 
masyarakat. Dengan demikian pandangan 
mengenai kejahatan merupakan tindakan 
yang relatif sesuai pendefinisian masyarakat 
yang plural. Akibatnya suatu tindakan 
dipandang sebagai kejahatan bukan karena 
tindakan itu sendiri melainkan respons yang 
diberikan  terhadap tindakan tersebut.
Menurut Michalowski (1977) kajian 
dan pandangan mengenai kejahatan 
dalam perpektif interaksionisme simbolik 
dapat disimpulkan dalam lima asas yang 
menjadi dasar pemikiran dalam perspektif 
interaksionis simbolik (Mustofa, 2010, hal. 
139), yakni:
• Kriminalitas bukan merupakan ciri yang 
melekat pada pelaku;
• Perilaku yang direspons sebsagai kejaha-
tan diberi label kejahatan;
• Setiap individu yang dicap sebagai keja-
hatan juga dicap sebagai penjahat;
• Orang-orang yang dilabel sebagai penja-
hat melalui proses interaksi;
• Terdapat kecenderungan bagi setiap 
orang untuk menginternalisasi label ke-
jahatan.
Kejahatan
Kejahatan merupakan ciri yang dibuat 
oleh orang lain yang melihatnya. Ciri yang 
dibuat ini merupakan tanggapan terhadap 
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tingkah laku orang lain yang kemudian 
disebut sebagai penyimpangan atau 
kejahatan (Mustofa, 2010, hal. 133). 
Dalam pandangan interaksionis kejahatan 
didefinisikan sebagai tindakan yang 
memiliki ciri tertentu yang dianggap jahat 
oleh masyarakat. Jadi dalam pandangan 
interaksionis kejahatan cenderung diartikan 
sesuai dengan reaksi masyarakat dan 
pandangan masyarakat mengenai tindakan 
dengan ciri tertentu.
Bitcoin
Bitcoin merupakan sebuah mata 
uang digital yang sering digunakan 
oleh pengguna internet untuk melakukan 
berbagai transaksi. Mata uang ini 
pertama kali diluncurkan pada tahun 
2009 oleh seseorang yang memakai 
nama “Satoshi Nakamoto”. Bitcoin tidak 
memiliki keterikatan dengan bank atau 
lembaga keuangan dunia. Bitcoin adalah 
jaringan konsensus yang memungkinkan 
sistem pembayaran baru dan uang yang 
sepenuhnya berbentuk digital. Bitcoin 
merupakan jaringan pembayaran peer-to-
peer desentralisasi pertama yang dikontrol 
sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada 
otoritas sentral ataupun perantara. Dari 
sudut pandang pengguna, bitcoin serupa 
seperti uang tunai di dunia internet. 
Bitcoin juga dapat dipandang sebagai 
sistem pembukuan tiga pencatatan paling 
menonjol yang ada saat ini (bitcoin.org, 
FAQ). 
Berdasarkan data yang dikeluarkan 
oleh CEO Bitcoin Indonesia, Oscar 
Darmawan, pengguna bitcoin di Indonesia 
telah mencapai sekitar 700.000 orang. 
Hal ini menunjukan bahwa bitcoin di 
Indonesia masih digunakan dan masih 
diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia 
walaupun penggunaanya masih diawasi 
secara ketat. Tingginya tingkat pengguna 
bitcoin memberikan indikasi bahwa 
bitcoin merupakan salah satu mata uang 
yang bermanfaat dan dibutuhkan bagi 
masyarakat. 
Dalam hal ini, sistem bitcoin dinilai 
memiliki peluang untuk meningkatkan 
terjadinya kejahatan. Bitcoin sering 
kali menjadi pilihan dan incaran bagi 
para pelaku kejahatan dalam melakukan 
transaksi dan tindak kejahatan lainnya. 
Berbagai kejahatan seperti transaksi 
ilegal di pasar gelap dan pencucian uang 
(money laundering) sering kali bertransaksi 
menggunakan bitcoin. Bitcoin juga sangat 
rentan menjadi sasaran para hacker untuk 
menjadi objek pencurian. Sisi negatif lainnya 
dari bitcoin ialah sifatnya yang anonim 
sehingga tidak mudah untuk dilacak dan 
diawasi oleh suatu badan khusus tertentu, 
di mana dalam hal ini anonimitas dianggap 
memiliki potensi yang tinggi dalam peluang 
terjadinya transaksi ilegal, seperti pencucian 
uang.
 Secara khusus di Indonesia, respons 
dari pihak Bank Indonesia melalui siaran 
pers telah menyatakan bahwa bitcoin 
merupakan mata uang yang tidak sah di 
Indonesia karena tidak sesuai dengan 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang 
Mata Uang. Dengan demikian, setiap orang 
yang terlibat dalam penggunaan bitcoin 
dalam melakukan transaksi keuangan 
dianggap sebagai pelaku transaksi ilegal. 
Hal ini diperkuat dengan pembubaran PT 
Dunia Coin Digital yang melakukan kegiatan 
usaha berupa pelatihan dan edukasi 
produk bitcoin serta melakukan jual beli 
paket bitcoin (detik.com, 2017). Hal ini 
dikarenakan kegiatan usaha tersebut 
tidak dilengkapi dengan izin usaha yang 
dikeluarkan otoritas sehingga dianggap 
berpotensi merugikan masyarakat.
Pembahasan
Perspektif interaksionis tidak 
memandang kejahatan sebagai ciri 
yang melekat pada tindakan individu, 
melainkan pada respons masyarakat 
terhadap tindakan tersebut. Tindakan 
kejahatan merupakan tindakan yang 
didefinisikan dan diberikan label sebagai 
tindakan ‘kejahatan’. Dalam hal ini, setiap 
masyarakat memiliki pandangan yang 
berbeda mengenai definisi kejahatan. Hal 
ini terkait dengan pandangan interaksionis 
yang memandang bahwa masyarakat 
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merupakan kelompok yang plural sehingga 
pendefinisian kejahatan bersifat relatif. 
Kejahatan dalam perspektif interaksionis 
dipandang sebagai tindakan yang 
didefinisikan oleh masyarakat dominan, 
dimana masyarakat tersebut mampu 
memberikan pengaruhnya untuk 
mendefinisikan tindakan yang dianggap 
kejahatan dalam pandangan masyarakat. 
Pendefinisian tindakan yang dianggap 
kejahatan akan berhasil ketika pandangan 
tersebut mampu memengaruhi pandangan 
masyarakat untuk mendefinisikan dan 
memberikan label ‘kejahatan’ terhadap 
tindakan tersebut. Pendefinisian mengenai 
tindakan kejahatan tersebut mampu 
membentuk pandangan masyarakat dalam 
membedakan tindakan tersebut sebagai 
tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan 
aturan.
Menurut Michalowski, kajian dan 
pandangan mengenai kejahatan dalam 
perpektif interaksionisme simbolik dapat 
disimpulkan dalam lima asas yang 
menjadi dasar pemikiran dalam perspektif 
interaksionis simbolik, yakni: 
Kriminalitas bukan merupakan ciri yang 
melekat pada pelaku
Dalam hal ini, kejahatan tidak dipandang 
sebagai suatu tindakan yang melekat 
pada diri individu, melainkan sebagai 
suatu respons terhadap tindakan 
tersebut. Pendekatan interaksionis 
sangat menekankan bagaimana definisi 
dari benar dan salah yang ada pada 
masyarakat. Definisi tersebut nantinya 
digunakan untuk mendefinisikan tindakan 
anggota masyarakat sebagai kebenaran 
atau tindakan yang salah. 
Mac Iver dan Page menyatakan bahwa 
masyarakat merupakan suatu sistem dari 
kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan 
kerjasama antara berbagai kelompok, 
penggolongan dan pengawasan tingkah 
laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia 
(Soerjono Soekanto, 2006, hal. 22). 
Pernyataan Mac Iver mendukung fakta 
bahwa masyarakat tidak bersifat homogen. 
Dalam masyarakat terdapat kelompok-
kelompok dengan nilai-nilai yang mereka 
miliki. Definisi benar dan salah yang 
dimiliki kelompok-kelompok tersebut 
kadang berbeda dengan definisi benar 
dan salah dari kelompok lain. Maka dari itu 
sering terjadi konflik mengenai definisi benar 
dan salah manakah paling benar. Definisi 
benar dan salah yang ditetapkan tersebut 
nantinya akan menjadi patokan. 
Mustofa (2010) menjelaskan bahwa 
interaksionis memandang kejahatan 
memiliki sifat yang relatif. Relatif 
tersebut tergantung dari sisi mana kita 
menilai kebiasaan atau tindakan tersebut. 
Terdapat konflik dalam pendefinisian 
sebuah tindakan yang dikatakan jahat, 
yang mana konflik dikarenakan terdapat 
perbedaan pendapat mengenai definisi 
benar dan salah. Perbedaan pendapat dari 
kelompok-kelompok anggota masyarakat 
tersebut yang membuat kejahatan memiliki 
sifat relatif tergantung dari aturan atau 
kebiasaan kelompok mana kita menilainya. 
Berdasarkan paradigma interaksionis 
yang melihat masyarakat terdiri dari banyak 
kelompok yang berbeda-beda, terdapat 
perbedaan, maupun konflik terhadap 
pendefinisian terhadap yang benar dan 
salah, apabila melihat hal ini pada konteks 
pemahaman masyarakat terhadap bitcoin, 
terlihat jelas adanya perbedaan pemahaman 
dan penerimaan yang berbeda terhadap 
konsep bitcoin itu sendiri. Sudah jelas 
akan terbentuknya masyarakat yang akan 
menerima keberadaan bitcoin sebagai 
salah satu alat transaksi, tetapi kondisi ini 
juga tidak bisa lepas dari sisi masyarakat 
lain yang melihat bitcoin sebagai sebuah 
hal yang merugikan dan tidak layak untuk 
digunakan sebagai alat transaksi. Dengan 
keadaan masyarakat yang seperti ini maka 
akan selalu ada pandangan yang berbeda 
dalam melihat sebuah objek ataupun 
kejadian tertentu. 
Pendefinisian benar dan salah dalam 
penggunaan bitcoin masih dipertanyakan 
karena belum ada definisi dan pernyataan 
pasti yang menyatakan bahwa bitcoin 
merupakan kejahatan. Hal tersebut 
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terjadi karena belum adanya titik temu 
mengenai definisi benar dan salah 
dalam penggunaan bitcoin, karena bitcoin 
memberikan efek positif dan negatif bagi 
kelompok-kelompok tertentu, dengan 
melihat pada masyarakat dan menyadari 
kondisi plural yang ada, maka akan selalu 
ada pendapat yang berbeda. 
Berkaitan dengan kejahatan, dapat 
dikatakan bahwa kejahatan bukanlah 
sebuah ciri yang melekat pada tingkah laku, 
melainkan respons yang diberikan terhadap 
tingkah laku tersebut, dan individu terhadap 
individu lain tidak bisa mengontrol respons 
orang lain terhadap sebuah tingkah laku. 
Respons akan selalu muncul, dan hal ini 
berdasarkan pada makna yang dilekatkan 
pada sebuah tingkah laku, objek, maupun 
pada sebuah kejadian. Respons setiap 
orang dengan kemunculan bitcoin pun 
bukan sebuah hal yang dapat kita arahkan 
agar dapat menyesuaikan dengan respons 
yang ada. Respons yang menganggap 
bitcoin sebagai kejahatan akan selalu 
muncul, hal ini bisa terjadi karena dari 
sebuah tingkah laku atau hal lainnya akan 
selalu ada sisi berbeda yang dilihat dari 
masing-masing sudut pandang manusia. 
Perbedaan sisi yang tampak pada setiap 
orang itulah yang menyebabkan respons 
dan juga pemahaman yang berbeda. 
Pada kasus bitcoin ada sebagian 
masyarakat yang melihat bitcoin hanya pada 
sisi penggunaannya pada transaksi-transkasi 
yang ilegal, sehingga penggambaran seperti 
itulah yang tertanam pada pemikiran 
orang-orang tersebut. Apabila kita mau 
melihat lagi pada bitcoin, kejahatan 
bukanlah sebuah ciri yang melekat pada 
bitcoin itu sendiri, tapi hal itu adalah hasil 
dari respons yang muncul.
Perilaku yang direspons 
sebagai kejahatan diberi label 
kejahatan
Menurut pandangan interaksionis, apa 
yang dianggap sebagai realitas adalah hal 
yang dibentuk oleh masyarakat. Realitas 
sosial yang dibentuk pada dasarnya 
adalah masalah definisi. Dalam sebuah 
pendefinisian yang dibentuk oleh 
masyarakat tidak terdapat makna yang 
melekat pada gejala. Pendefinisian 
terhadap kejahatan juga dipengaruhi oleh 
label dan stigma yang terbentuk dalam 
respons terhadap sesuatu yang terlihat di 
permukaan. 
Baik itu realitas, label, dan juga 
stigma yang pada akhirnya muncul dan 
diterima oleh masyarakat, muncul dari 
interaksi yang secara terus menerus 
berlangsung dalam masyarakat.  Seperti 
halnya bitcoin, yang kebanyakan orang 
hanya melihat bagaimana bitcoin digunakan 
dalam transaksi ilegal. Terkait juga dengan 
realitas dari bitcoin, apakah sebenarnya 
bitcoin itu jahat dan apakah sebenarnya 
orang-orang yang menggunakan bitcoin 
adalah orang-orang jahat atau kriminal, 
terletak pada orang-orang yang percaya 
bahwa bitcoin memang merupakan 
sebuah bentuk kejahatan. Sehingga 
dapat dikatakan bitcoin bukan merupakan 
sebuah kejahatan, apabila kita lihat dari 
perspektif interaksionis. Bitcoin menjadi 
sebuah kejahatan karena realitas itu yang 
terbangun dalam masyarakat dan juga 
adanya label dan stigma pada hal tersebut.
Perilaku yang diberi respons sebagai 
kejahatan dalam hal ini, diberikan sebuah 
label ‘kejahatan’ yang memberikan sebuah 
entitas bahwa perilaku tersebut berbeda 
dengan perilaku normal. Sesuai dengan 
paradigma interaksionis, bitcoin dianggap 
sebagai sebuah kejahatan karena interaksi 
antar agen dalam masyarakat serta respons 
yang diberikan oleh masyarakat. 
Bitcoin yang sering digunakan penjahat 
untuk melakukan transaksi gelap diberi 
label “kejahatan” oleh masyarakat, meski 
sesungguhnya bitcoin sendiri bukanlah 
sesuatu yang jahat, melainkan hanya alat 
pembayaran virtual untuk melakukan 
transaksi melalui media internet. Respons 
dan labeling ini juga tidak terlepas dari 
peranan agen kontrol (terutama media) 
dalam membentuk pemikiran masyarakat 
mengenai bitcoin, sehingga masyarakat 
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beranggapan bahwa bitcoin merupakan 
suatu kejahatan. Adanya pelabelan jahat 
terhadap bitcoin membuat seluruh 
transaksi dengan menggunakan bitcoin 
dianggap sebagai transaksi yang ilegal.
Setiap individu yang dicap 
sebagai kejahatan juga dicap 
sebagai penjahat
Dalam hal ini, pemberian label 
‘kejahatan’ tidak hanya terbatas pada 
tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, 
tetapi orang-orang yang melakukan atau 
terlibat dalam kejahatan. Perkembangan 
sistem peradilan pidana dalam perspektif 
interaksionis berkembang dalam 
kehendak bebas, di mana terdapat 
sikap yang memperbolehkan adanya 
penghukuman dan penolakan terhadap 
individu yang dianggap sebagai pelanggar 
atau pelaku kejahatan (Mustofa, 2010, hal. 
139). Dengan demikian, masyarakat dapat 
membedakan suatu tindakan sebagai 
tindakan kejahatan melalui pendefinisian 
dan pemberial ‘label’ terhadap tindakan 
tersebut. Melalui pendefinisian dan 
pelabelan tindakan kejahatan tersebut, 
masyarakat secara sadar mampu 
melakukan penolakan dan penghukuman 
terhadap tindakan yang dianggap sebagai 
kejahatan.
Pendefinisian mengenai kejahatan 
berkaitan dengan pengaruh dari pihak 
dominan yang mampu memengaruhi 
pandangan masyarakat dalam melakukan 
pendefinisian dan pelabelan terhadap 
tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. 
Kejahatan dan kebijakan kontrol sosial 
terhadap kejahatan merupakan 
kesepakatan relatif yang dibentuk oleh 
sebagian kelompok di masyarakat. Perspektif 
interaksionisme melihat kejahatan sebagai 
pencerminan terhadap preferensi dan 
pendapat orang-orang yang memiliki 
kekuasaan sosial (Siegel, 2011, hal. 17). 
Dalam hal ini, perspektif interaksionisme 
memandang hukum sebagai produk yang 
dibentuk oleh kelompok masyarakat yang 
memiliki kekuasaan untuk memengaruhi 
pandangan dan pemahamannya kepada 
pihak lain.
Berdasarkan hal tersebut, di dalam 
masyarakat terdapat sebagian kelompok 
mayoritas yang mampu melakukan dominasi 
terhadap pandangan dan persepsinya 
mengenai pendefinisian kejahatan dan 
pembentukan hukum. Keberadaan hukum 
atau kebijakan kontrol sosial merupakan 
produk yang diciptakan oleh persepsi 
kelompok mayoritas, di mana peraturan 
dan penerapan aturan terhadap hukum 
dibentuk atas persetujuan masyarakat 
mayoritas yang menerapkannya kepada 
individu atau kelompok yang dianggap 
sebagai pelaku kejahatan (Miller, 2009, hal. 
253).
Putusan mengenai bitcoin sebagai alat 
transaksi yang melanggar Undang-Undang 
No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
membuat bitcoin menjadi alat transaksi 
yang tidak sah atau ilegal. Tentu saja 
pendefinisian bitcoin sebagai kejahatan 
dibentuk oleh negara melalui aturan yang 
tertulis dalam Undang-Undang. Dalam hal 
ini, negara merupakan pihak dominan yang 
melakukan pendefinisian bitcoin sebagai 
kejahatan tanpa memandang pendefinisian 
dari pihak lain, khususnya pihak yang 
membutuhkan transaksi melalui bitcoin 
karena tidak semua transaksi daring dapat 
ditukarkan melalui uang konvensional. 
Negara melalui Undang-Undang berupaya 
untuk memengaruhi pandangan masyarakat 
terhadap pendefinisian pelaku kejahatan 
bagi pihak yang melakukan transaksi melalui 
bitcoin.
Orang-orang yang dilabel 
sebagai penjahat melalui 
proses interaksi
Sesuai dengan paradigma interaksionis, 
bitcoin dianggap sebagai sebuah 
kejahatan karena interaksi antar agen dalam 
masyarakat serta respons yang diberikan 
oleh masyarakat. Perkembangan teori 
labeling seperti teori moral panic juga 
menjelaskan bahwa kejahatan didefinisikan 
oleh respons yang diberikan agen kontrol 
(seperti media) dalam memberikan 
pemahaman mengenai kecemasan 
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(Carrabine, 2009, hal. 98). Dalam hal ini, 
bitcoin mendapat respons, khususnya 
oleh Bank Indonesia (BI) dan masyarakat 
Indonesia sebagai kejahatan karena adanya 
kecemasan terhadap karakteristik mata 
uang virtual bitcoin yang bersifat anonim, 
dimana bitcoin dianggap dapat membuka 
peluang yang tinggi untuk memicu terjadinya 
transasksi ilegal, seperti pencucian uang.
Terdapat kecenderungan 
bagi setiap orang untuk 
menginternalisasi label 
kejahatan
Menurut Tannenbaum (1938) dalam 
teori tagging, proses pembentukan 
kejahatan adalah proses pemberian tag, 
pendefinisian, identifikasi, pemilahan, 
penggambaran, penekanan terhadap sifat-
sifat dan tindakan seseorang, orang yang 
diberi tag atau label akan menjadi sesuatu 
yang digambarkan (Carrabine, 2009, hal. 
93-94). Dalam hal bitcoin, banyaknya 
transaksi ilegal yang menggunakan bitcoin 
serta peranan agen kontrol seperti media 
membuat sebuah definisi dan label 
terhadap bitcoin sehingga dianggap sebuah 
kejahatan. Hal ini yang menyebabkan 
masyarakat memberikan label terhadap 
bitcoin bahwa bitcoin adalah sesuatu yang 
jahat.
Hal ini tentunya sangat berbeda dengan 
paradigma positivis yang menganggap 
bitcoin adalah sebuah kejahatan karena 
berada diluar konsensus masyarakat. 
Dengan pemikiran interaksionis, kita 
dituntut untuk memahami bitcoin, 
tidak hanya sekadar sebagai sebuah 
penyimpangan. Tindakan menyimpang 
seperti bitcoin bukanlah kualitas tindakan 
dari apa yang dilakukan oleh seseorang, 
melainkan konsekuensi penerapan oleh 
orang lain tentang peraturan dan sanksi 
kepada pelaku (Carrabine, 2009, hal. 
95). Bitcoin dipahami bukanlah sebagai 
kejahatan, tetapi konsekuensi dari 
penerapan oleh penjahat yang membuat 
bitcoin diberi label masyarakat sebagai 
kejahatan.
Paradigma interaksionis simbolik 
khusunya labeling dapat menjelaskan 
bagaimana bitcoin diberikan sebuah 
identitas oleh masyarakat melalui label. Pada 
interaksi simbolik terdapat asumsi di mana 
individu dan konsep diri ada di pandangan 
masyarakat yang saling bertindak, bereaksi 
dan berubah dalam interaksi sosial dengan 
orang lain (Akers, 1999, hal. 100). Asumsi 
yang dibuat individu tercipta akibat adanya 
reaksi dan asumsi dapat berubah ketika 
terjadi interaksi sosial dengan orang 
lain. Terdapat kecenderungan perbedaan 
asumsi tergantung pada bagaimana interaksi 
sosial dan reaksi yang diberikan orang lain.
Paradigma interaksionis ini menolak 
paradigma sebelumnya, yaitu paradigma 
positivis yang menjelaskan bahwa perilaku 
yang disebut jahat itu didefinisikan melalui 
kebijakan sosial dan proses hukum (Tierny, 
2006, hal. 139). Paradigma interaksionis 
ini lebih menjelaskan bahwa kejahatan 
didefinisikan sebagai suatu hal yang 
subjektif. Bagaimana subjektivitas yang ada 
mendefinisikan suatu konsep yang disebut 
kejahatan. Interaksionis meyakini bahwa 
pola fikir dan pandangan subjek mengenai 
kejahatan berbeda satu sama lain.
Paradigma interaksionis cenderung lebih 
terbuka daripada paradigma positivis. 
Interaksionis memandang kejahatan 
sebagai suatu respons (Tierny, 2006, hal. 
141). Sangat berbeda dengan pandangan 
positivis yang menganggap kejahatan 
merupakan suatu tindakan yang melekat 
pada diri pelaku. Paradigma interaksionis 
belum bisa menjelaskan bagaimana 
pengaruh peran-peran politik dan kekuasan 
dalam mendefinisikan tindakan sebagai 
jahat (Tierny, 2006, hal. 149). Kepemilikan 
kekuasaan dan power memberikan 
nilai lebih individu untuk menciptakan 
pendefinisian terhadap tindakan, dengan 
power yang lebih besar maka individu 
akan cenderung mendefinisikan tindakan 
yang merugikannya sebagai perilaku 
menyimpang atau jahat. Namun, pandangan 
interaksionis belum menjelaskan hal 
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Kesimpulan
Secara ontologis, bitcoin jika didasarkan 
pada paradigma interaksionis merupakan 
kejahatan bergantung pada orang yang 
melihatnya, oleh karena masyarakat adalah 
heterogen, label “kejahatan” dihasilkan dari 
hasil interaksi sebagai realitas sosial dan 
sistem hukum pada interaksionis adalah 
bebas nilai.
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